
 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil 

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan 

selama 5 minggu baik secara offline maupun online adalah 

sebagai berikut: 

1. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang 

melakukan praktek kefarmasian dan memiliki peran 

penting dalam pencapaian kesehahatan masyarakat 

yang lebih baik. 

2. Melalui PKPA, mahasiswa calon Apoteker dapat 

memperoleh kesempatan langsung untuk merasakan, 

melihat dan mempelajari strategi dalam dunia kerja. 

Mahasiswa calon Apoteker memperoleh pengalaman 

langsung dalam hal pelayanan kefarmasian baik dalam 

pelayanan resep maupun pelayanan non resep. 

3. Calon Apoteker harus memiliki kemampuan manajerial 

yang baik mulai dari pengelolaan sediaan farmasi 

seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pengendalian, pemusnahan, penlaporan sampai dengan 

manajemen SDM. 

4. Dalam pelayanan farmasi klinis calon Apoteker harus 

mampu berperan aktif dalam pelayanan kepada pasien 

baik terkait analisis resep, komunikasi dua arah, 

pemberian informasi terkait cara penggunaan, PIO dan 

edukasi (KIE) serta pemberian pelayanan obat non- 

resep. 
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5. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker memberikan 

pengetahuan, pengalaman, serta ketrampilan praktis 

yang sangat berguna bagi calon Apoteker. 

 

5.2 Saran 

Saran yang akan diperoleh berdasarkan hasil Praktek 

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan selama 5 

minggu baik secara offline maupun online adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa PKPA perlu meningkatkan pengetahuan 

kefarmasian, kepercayaan diri dan pembelajaran 

komunikasi efektif yang diperlukan dalam kegiatan 

PKPA. 

2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan 

agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan 

obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan 

pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat 

tersebut mampu memberikan efek terapi yang 

diharapkan. 

3. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang ada diapotek dan 

melakukannya dengan benar, sehingga terhindar 

dari kesalahan yang dapat terjadi. 

4. Peningkatan kegiatan farmasi klinis seperti 

konseling, pendokumentasian Patient Medication 

Record, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Home 

Pharmacy Care sekurang kurangnya 1 bulan sekali. 
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